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TENTANG
PENGUATAN KAPASASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (12-09-2023), kami yvang bertandatangan di bawah ini:

I. EKO PRASETYANTO P.P. : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam
Negeri, berkedudukan di Jalan Raya Pasar
Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HARIYONO : Rektor Universitas Negeri Malang,
berdasarkan Keputusan Majelis Wali
Amanat Universitas Negeri Malang, Nomor:
26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26
Oktober tahun 2022 bertindak untuk dan
atas nama Universitas Negeri Malang
berkedudukan di Jalan Semarang No. 5,
Malang, Jawa Timur yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan salah satu unit kerja di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1433).

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perguruan Tinggi
Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden
Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan
Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor
Universitas Negeri Malang.

c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar Nota Kesepahaman antara
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia dengan ketentuan Nomor: 140/655.A/SJ, Nomor:
01/M/HK.07.01/11/2021 dan Nomor: 03/II/HK/2021 tentang Kesinergisan
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai
berikut:
Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK
dalam pelaksanaan Kerja Sama Sama tentang Penguatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.

(2) Twuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan
peran PARA PIHAK dalam Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.



Pasal 2
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa berbasis nilai-nilai
Pancasila;
2) Penguatan jejaring kampung tematik berbasis nilai-nilai Pancasila; dan
3) Lain-lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.
Pasal 3
Kewajiban PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:

a. bersama dengan PIHAK KEDUA menyusun petunjuk teknis dan target
pelaksanaan kerja sama;

b. memberikan data dan informasi tentang kondisi dan status Desa; dan

c. memberikan dukungan personel pada pelaksanaan kerja sama dan lain-lain
sesuai dengan kesepakatan bersama.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

a. bersama dengan PIHAK KESATU menyusun petunjuk teknis dan target
pelaksanaan kerja sama;

b. memberikan hasil penelitian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
Desa dalam hubungan pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan

c. melibatkan pejabat/staf di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan
Desa dan/atau Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebagai
Narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 4
Hak PARA PIHAK
(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

a. menerima petunjuk teknis dan target pelaksanaan kerja sama dari PIHAK
KEDUA;

b. menerima hasil penelitian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
Desa dalam hubungan pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan

c. dilibatkan pejabat/staf di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan
Desa dan/atau Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebagai
Narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan.



(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk;
a. menerima petunjuk teknis dan target pelaksanaan kerja sama dari PIHAK
KESATU;
b. menerima data dan informasi tentang kondisi dan status Desa; dan
c. menerima dukungan personel pada pelaksanaan kerja sama dan lain-lain
sesuail dengan kesepakatan bersama.

Pasal 5
Pelaksanaan Kerja Sama
(1) PIHAK KESATU memberikan dukungan substansi dan Sumber Daya Manusia
yang dibuktikan dengan surat tugas sesuai rencana program yang telah
disepakati oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis yang
disepakati oleh PARA PIHAK.
Pasal 6
Pembiayaan
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tanggungjawab, tugas dan
kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Evaluasi dan Pelaporan

(1) PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing secara
terus menerus melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan
operasional Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga dapat melakukan perbaikan;
dan

(2) Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan berlaku selama 1 (satu) Tahun serta dapat ditinjau kembali atas persetujuan
PARA PIHAK.




Pasal 9
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah
berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama
sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
Pasal 10
Keadaan Luar Biasa (Force Majeure)
Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan
luar biasa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilakukan
perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK dan semua resiko
kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat dari force
majeure tetap menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang mengalami
kerugian.
Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan
apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12
Perubahan

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi di
dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan
PARA PIHAK, dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
Korespondensi

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk 1 (satu)
orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan
kegiatan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU : Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang
Alamat : Jalan Raya Langsep Nomor 7, Malang
Penghubung : Perencana Ahli Madya
Telepon : (0341) 572071

Faksimili : -



T

b. PIHAK KEDUA . UPT Laboratorium Pancasila
Alamat . Jalan Semarang Nomor 5, Malang
Penghubung : Kepala UPT Laboratorium Pancasila
Telepon : (0341) 551312
Faksimili : (0341) 551921
Email - lab.pancasila@um.ac.id

Pasal 14

Ketentuan Lain-Lain

Dalam hal terjadi perubahan waktu, kegiatan, tema dan narasumber yang

berakibat pada perubahan pelaksanaan akan ditentukan dengan kesepakatan
PARA PIHAK.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di
atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama dengan dicap stempel resmi.
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HARIYONO EKO PRASETYANTO P.P.
Salinan sesuai dengan aslinya Mengetahui,
Kepala Biro Hukum, MENTERI DALAM NEGERI,
ttd ttd
R. Gani Muhamad, SH, MAP MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



